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BUPATI BONE BOLANGO
pROVINsl GORONTAro

PERATURAN BUPATI BONE BOLANG0
NOMOR   21  TAHUN 2020

TENTANG

PEMBBRIAN STIMULUS/KERINGANAN PAJAK DAERAH DALAM RANGKA

PENCEGAHAN PENYEBARAN COROIVA  VIRUS DJSEASE 2019  (COVID-19)   DI

LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang          : a.

b.

C.

Mengingat     :          1.

BUPATI BONE BOLANGO,

bahwa  dengan  adanya  penyebaran  Corona  Virus  Disease
2019   (COVID-19) yang cenderung meningkat dari waktu  ke
waktu,  sehingga menimbulkan  kerugian material,  dan  telah
berimplikasi  pada aspek  sosial,  ekonomi  dan  kesejahteraan
masyarakat;
bahwa  dalam  rangka  percepatan  penanganan  Corona  Vlms
"seczse 20] 9 (COVID-19)  diperlukan langkah-langkah cepat,

tepat,   fokus,   terpadu   serta   sinergi   untuk   memperkuat
ekonomi masyarakat,  terutama pelaku  usaha dan UMKM di
Kabupaten Bone Bolango;

bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana  dimaksud
dalam   huruf  a   dan   huruf   b,   maka   perlu   menetapkan
Peraturan  Bupati  tentang  Pemberian  Stimulus/Keringanan
Pajak Daerah dalam Rangka pencegahan penyebaran  Corona
VI.iits  Disease 20J 9  (COVID-19)  di  Kabupaten  Bone  Bolango

Tahun 2020;

Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  1997  tentang  Penagihan
Pajak   dengan   Surat   Paksa   (Lembaran   Negara   Republik
Indonesia   Tahun   1997   Nomor   54   Tambahan   I.embaran
Republik  Indonesia  Negara  Nomor  3091)  sebagaimana  telah

diubah   dengan   Undang-Undang   Nomor   19   Tahun   2000
tentang       Perubahan       atas   Undang-Undang   Nomor    19
Tahun  1997  tentang  Penagihan  Pajak  Dengan  Surat  Paksa

(Lembaran     Negara     Republik     Indonesia     Tahun     2000



Nomor  129 Tambahan   Ilembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3987);

2.   Undang   Nomor   38   Tahun    2000   tentang   Pembentukan
Provinsi   Gorontalo   (I,embaran   Negara   Republik   Indonesia
Tahun   2000    Nomor   258,   Tambahan   Lembaran   Negara
Republik Indonesia Nomor 4060) ;

3.   Undang-Undang  Nomor  14  Tahun  2002  tentang  Pengadilan
Pajak  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia    Tahun  2002
Nomor  27  Tambahan  I,embaran  Negara  Republik  Indonesia
Nomor 4189) ;

4.   Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan
Kabupaten   Bone   Bolango   dan   Kabupaten   Pohuwato   di
Provinsi   Gorontalo   (Lembaran   Negara   Republik   Indonesia

Tahun    2003    Nomor    26,    Tambahan    Lembaran    Negara
Republik Indonesia Nomor 4269) ;

5.   Undang-Undang   Nomor   28   Tahun    2009   tentang   Pajak
Daerah dan Retribusi   Daerah   (Lembaran   Negara   Republik
Indonesia   Tahun 2009   Nomor   130,   Talnbahan   Lembaran
Negara  Republik Indonesia Nomor 5049);

6.   Undang-Undang      Nomor       12      Tahun      2011       tentang

Pembentukan  Peraturan    Perundang-undangan    (Lembaran
Negara     Republik  Indonesia     Tahun     2011     Nomor     82,

Tambahan         Ifmbaran         Negara    Republik    Indonesia
Nomor 5234) ;

7.   Undang-Undang      Nomor      23      Tahun      2014      tentang

Pemerintahan Daerah (I.embaran Negara Republik Indonesia
Tahun   2014    Nomor   224,   Tambahan   I.embaran   Negara

Republik  Indonesia Nomor  5597)  sebagaimana telah  diubah

beberapa  kali,   terakhir  dengan  Undang-Undang  Nomor  9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor   23    Tahun    2014   tentang   Pemerintahan    Daerah

(Lembaran     Negara     Republik     Indonesia     Tahun     2015
Nomor  58,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Nomor 5679) ;

8.   Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia Tahun



2014   Nomor   292   Tambahan   Lembaran   Negara   Republik
Indonesia Tahun 5601);

9.   Peraturan      Pemerintah      Republik   Indonesia   Nomor      79
Tahun       2005       tentang       Pedoman    Pembinaan       dan
Pengawasan        Penyelenggaraan        Pemerintahan    Daerah

(Lembaran     Negara     Republik     Indonesia     Tahun     2005
Nomor   165      Tambahan      Lembaran      Negara      Republik
Indonesia Nomor 4593) ;

10. Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  69  Tahun
2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan lnsentif
Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (I.embaran
Negara    Republik    Indonesia    Tahun    2010    Nomor    119,

Tambahan       Lembaran       Negara       Republik       Indonesia
Nomor 5161) ;

11. Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  55  Tahun
2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan
Pajak  Daerah  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun
2016   Nomor   244   Tambahan   Lembaran   Negara   Republik
Indonesia   Nomor 5950);

12.Peraturan    Pemerintah    Nomor    12    Tahun    2019    tentang

Pengelolaan  Keuangan  Daerah  (I.embaran  Negara  Republik
Indonesia   Taliun   2019   Nomor   42,   Tambahan   Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322) ;

13. Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  Nomor   1
Tahun   2020    tentang   Kebijakan   Keuangan   Negara   dan
Stabilitas   Sistem   Keuangan   untuk   Penanganan   Pandemi
Corona   Virus   Disease   2019   (COVID-19)   dan/atau   dalam

rangka     Menghadapi     Ancaman     yang     Membahayakan
Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan

(I,embaran     Negara     Republik     Indonesia     Tahun     2020
Nomor 87);

14.Peraturah  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  21  Tahun
2020   tentang   pembatasan   sosial   berskala   besar   rangka

percepatan penanganan COVID-19;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 2   Tahun

2011 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;



16.Peraturan   Daerah   Kabupaten   Bone   Bolango   Nomor   27
Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;

17.Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 9    Tahun
2013  tentang  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  sektor  Perdesaan
dan Perkotaan;

Memperhatikan :  1.    Peraturan     Menteri     Dalaln     Negeri     Republik     Indonesia
Nomor   20   Tahun   2020   tentang   Percepatan   Penanganan
Cororicz    VIrus    "sease   20J9    (COVID-19)    di    Lingkungan

Pemerintch Daerah ;
2.   Instruksi Menteri Dalam  Negeri Republik Indonesia Nomor  I

Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan
Penanganan    Corona    VIms   Disease   20J9   (COVID-19)    di

lingkungan Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan  : PERATURAN    BUPATI    BONE    BOLANG0    TENTANG    PEMBBRIAN

STIMULUS/KERINGANAN      PAJAK     DAERAII      DALAM      RANGKA

PENCEGAHAN    pENyEBARAN    coRolvA    vueus    DJSEASE    2ojg

(COVID-19) DI KABUPATEN BONE BOLANG0 TAHUN 2020

BABI

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:
1.    Daerah  adalah Kabupaten Bone Bolango.
2.    Pemerintah    daerah    adalah    kepala   daerah    dan    perangkat

daerah  sebagai  unsur  penyelenggara  pemerintahan  daerah.
3.    Bupati  adalah  Bupati  Bone Bolango.

4.    Perangkat   daerah   adalah   unsur   pembantu   kepala   daerah
dalam   penyelenggaraan    pemerintahan    daerah   yang   terdiri
dari   sekretariat   daerah,    sekretariat   DPRD,    dinas   daerah,
lembaga  teknis  daerah,  kecamatan,  dan  kelurahan.

5.    Peraturan    kepala   daerah    atau    disebut   dengan    Peraturan
Bupati    adalah    peraturan    yang    ditetapkan    oleh    kepala
daerah    sebagai   pelaksanaan   dari   peraturan   daerah   yang
bersifat  mengatur  dan  mengikat  secara  umum.



6.    Pajak     daerah     yang     selanjutnya     disebut     Pajak     adalah
konstribusi   wajib   kepada   daerah   yang   terutang   oleh   orang

pribadi    atau    Badan   yang   bersifat   memaksa   berdasarkan
undang-undang   dengan   tidak   mendapatkan   imbalan   secara
langsung    dan    digunakan    untuk    keperluan    daerah    bagi
sebesar-besamya  kemakmuran  rakyat.

7.   Pajak  Hotel  adalah  pajak atas  pelayanan yang disediakan  oleh
hotel.

8.   Hotel adalah  fasilitas penyedia jasa penginapan/  peristirahatan
termasuk jasa  terkait  lainnya  dengan  dipungut  bayaran,  yang
mencakup   j.uga    motel,    1osmen,    gubuk    pariwisata,    wisma

pariwisata,  pesanggrahan,  rumah  penginapan  dan  sejenisnya,
serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).

9.   Pajak  Restoran  adalah  pajak  alas  pelayanan  yang  disediakan
oleh restoran.

10. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman
dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan,
kafetaria,  kantin,  warung,  bar,  dan  sejenisnya  termasuk jasa
boga/katering.

11. Pajak  Bumi  dan  Bangunan  Perdesaan  dan  Perkotaan  adalah

pajak  alas  bumi  dan/atau  bangunan  yang  dimiliki,  dikuasai,
dari/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali
kawasan  yang  digunakan  untuk  kegiatan  usaha  perkebunan,

perhutanan, dan pertambangan.
12. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah Pajak atas

perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan,

BAR 11

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1)  Maksud  ditetapkannya  Peraturan  Bupati  ini  untuk  mengatur
pemberian  Stimulus  Pajak  Daerah  Dalam  Rangka  Pencegahan
Penyebaran     Corona     Vz.ms    "sease    20J9    (COVID-19)     Di

Kabupaten Bone Bolango Tahun 2020.

(2)  Tujuan dari pembentukan Peraturan Bupati ini agar Percepatan
Penanganan Penyebaran  Corona  Vlnts Disease 20] 9 (COVID-19)

Di   Kabupaten   Bone   Bolango  Tahun   2020   dilakukan   dalaln



rangka   memperkuat   ekonomi   masyarakat,   terutama   pelaku
usaha dan/atau UMKM serta tidak menimbulkan gejolak sosial.

BAB Ill

RUANG LINGKUP

Pasal 3
Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

a.   Penerima pengurangan/Keringanan pajak;
b.   Besaran Pengurangan/Keringanan Pajak; dan
c.   Waktu Pemberian Pengurangan/Keringanan Pajak.

Bagian Kesatu
Penerima Stimulus

Pasal 4
Pemberian Stimulus/ Keringanan Pajak Daerah diberikan kepada
Wajib Pajak atas:
1.   Pembebasan       Pajak       Restoran/Rumah       makan       sejenis,

dikecualikan untuk Pengadaan Pemerintah;
2.   Pembebasan Pajak Hotel/Rumah Kost
3.   Pembebasan  Sanksi  Administrasi  Pajak  Bumi  dan  Bangunan

sektor  Perdesaan  dan  Perkotaan  (PBB-P2)  untuk  Tahun  Pajak
2001-2019;

4.    Perpanjangan  Keringanan  Pajak BPHTB diberikan kepada Wajib
Pajak   atas   Transaksi   Bea   Perolehan   Hak   atas   Tanah   dan
Bangunan  untuk  Periode  Pembayaran  sampai  dengan  31  Juli
2020.

Bagian Kedua
Besaran Pengurangan/ Keringanan Pajak

Pasal 5
Besaran Pemberian Stimulus/ Keringanan Pajak Daerah:

(1)  Pembebasan   Pajak   Restoran/Rumah   makan   sejenis   sebesar
100°/o, dikecualikan untuk Pengadaan Pemerintah;

(2)  Pembebasan Pajak Hotel/Rumah Kost sebesar 100°/o.

(3)  Pembebasan sebesar  100°/o Sanksi Administrasi Pajak Bumi dan
Bangunan   sektor   Perdesann   dan   Perkotaan   (PBB-P2)   untuk
Tahun Pajak 2001 -2019;

(4)  Pengurangan/Keringanan   Pajak   BPHTB   ditetapkan   maksimal



sebesar  30 a/o atas  selisih  kenaikan  pembayaran  BPHTB  tahun
sebelumnya yang seharusnya dibayar oleh Wajib Pajak.

Bagian Ketiga
Waktu Pemberian Pengurangan/Keringanan Pajak

Pasal 6
Pemberian  Stimulus/Keringanan  Pajak    Daerah  diberikan    selama
Periode    waktu    sampai    dengan    tanggal    30    Juni    2020    dan
Perpanjangan   Keringanan   Pajak  BPHTB   periode   sampai  dengan
tanggal 31 Juli 2020.

BAB Ill

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar  setiap  orang  mengetahuinya,  memerintahkan  pengundangan
Peraturan    ini    dengan    penempatannya    dalam    Berita    Daerah
Kabupaten Bone Bolango.

PARAFHIERARKHIS/

WABuP

SEKDA •CZ/
ASISTEN  I :V/
ASISTEN  11 :'V

ASISTEN  111 •-T-
RABAN \Jl
RABID -.i

Diundangkan di Suwawa
pada tanggal           28   I.prii                  2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO,

Torn
PEMBINA UTAMA MADYA

NIP.196411061991031005
BERITA DAERAH KABUPATEN BONE B0LANGO TAHUN 2020 NOMOR 2t



PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO
SEKRETARIAT DAERAH

KABUPATEN BONE BOLANGO
JirL Prof DR.Ing.B.J.Hahibie No.1 PUSAT PERKANTORAN BONE BOLANGo

Nomor :  180/Hkm-Ks/Setda/ /2020

OBJEK

Suwawa,        April 2020

Kepada Yth,
Bupati  Bone Bolango

Tempat

LEMBAR HARMONISASI PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO

: PERATURAN   BUPATI    BONE   B0LANGO   TENTANG    PEMBERIAN

STIMULUS/KERINGANAN     PAJAK     DAERAH     DALAM     RANGKA

PENCEGAIIAN    pENyEBARAN    coRojvA    vnpLrs   DJSEASE    2o]9

(COVID-19) DI KABUPATEN BONE B0LANGO TAHUN 2020
PENGELOLA   : BADAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

CATATAN          : TELAH MEMENUHI PROSES HARMONISASI

LAMPIRAN        :  1  (Satu)Berkas

UNTUK : Mohon   Persetujuan  dan  Tanda  Tangan  Atas  Peraturan   Bupati
Bone Bolango

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN KERJASAMA


